ABSTRACT

Evidence is one of the important aspects in the enforcement of Corruption Crimes.
The burden of proof is part of the legal system of proof. The law of proof of criminal
acts of corruption recognizes a reverse burden of proof system. First, regarding the
proof of the crime. However, it is limited to the crime of accepting bribes of gratuity
with a value of IDR 10 billion or more [Article 12B (1a)]. Second, regarding the
defendant’s property which has not been charged (Article 38B). There is not much
benefit to prove a crime other than the two objects. To prove a criminal act of
corruption other than the one mentioned above, using the usual system is charged
to the prosecutor. In practice it can cause problems, namely the conflict between
the results of the inverse burden of proof between the first and second objects.
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ABSTRAK

Pembuktian merupakan salah satu aspek penting dalam penegakan terhadap Tindak
Pidana Korupsi. Beban pembuktian adalah bagian dalam sistem hukum
pembuktian. Hukum pembuktian tindak pidana korupsi mengenal system beban
pembuktian terbalik. Pertama, mengenai pembuktian tindak pidananya. Namun
terbatas pada tindak pidana menerima suap gratifikasi yang nilainya Rp 10 miliar
atau lebih [Pasal 12B (1a)]. Kedua, mengenai harta benda terdakwa yang belum
didakwakan (Pasal 38B). Tidak banyak manfaatnya untuk membuktikan tindak
pidana selain kedua objek tersebut. Untuk membuktikan tindak pidana korupsi
selain yang disebutlkan pertama, menggunakan sistem biasa ialah dibebankan pada
jaksa. Dalam praktik dapat menimbulkan persoalan, yakni pertentangan antara hasil
pembuktian beban pembuktian terbalik antara objek yang pertama dan yang kedua.
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Hukum Pembuktian



